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1. POLlTIK-PERISTILAHAN 






KEPALA PUSAT BAHASA 

Peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia harus dipacu untuk 
mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang amat pesat. Pengalihan 
konsep-konsep baru dari bahasa aSing ke dalam bahasa Indonesia harus di­
prioritaskan. Untuk itu , kerja sarna negara serumpun memang memiliki kon­
tribusi yang besar dalam upaya percepatan penyusunan istilah dalam bahasa 
Indonesia. 
Melalui kerja sarna Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia­
Malaysia (Mabbim), Pusat Bahasa, dengan bantuan para pakar dari berbagai 
perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia, telah menyusun istilah 
kehutanan. Istilah itu dihimpun dalam senarai dan diterbitkan sebagai hasil 
pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama ini. Terbitan dalam bentuk 
glosarium ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas , khususnya dalam 
penyusunan buku teks , makalah , atau karangan ilmiah lainnya , atau per­
kuliahan di perguruan tinggi. 
Glasarium Palitik ini pun diharapkan dapat memenuhi harapan masya­
rakat pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku ini untuk 
penerbitan berikutnya kami nantikan. Akhirnya, kepada Drs. Haryadi , 
M .Sc ., dan Dra . Cormentyna Sitanggang yang telah mencurahkan tenaga , 
pikiran, dan keahliannya sebagai penyunting buku ini, kami sampaikan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Di samping itu , kami 
pun menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Endang Supriatin yang ikut 
terlibat di dalam penyusunan istilah politik ini dalam kaitannya dengan 
Mabbim. 
Mudah-mudahan Glasarium PaUtik ini bermanfaat bagi masyarakat 
luas . 





Glosarium PoUlik ini merupakan hasil penghimpunan dan pengem­
bangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang ilmu di bidang politik, 
yang meliputi administrasi publik, ekonomi politik, hubungan internasional, 
politik perbandingan, dan teori filsafat politik. Berhubung beberapa 
keterbatasan, cabang ilmu yang telah digarap terbatas pada cabang-cabang 
ilmu tersebut. Diharapkan pada masa mendatang cabang-cabang ilmu lain 
dapat melengkapi daftar istilah bidang politik ini. Upaya penghimpunan, 
pembahasan, dan pengembangan yang dikelola oleh Pusat Bahasa ini secara 
intensif dilakukan dalam kurun waktu empat tahun melalui enam kali rapat 
kerja dan kemudian dibahas dalam Sidang Pakar Mabbim sejak 1995 sampai 
dengan tahun 1998. 
Entri yang digunakan dalam penyusunan istilah ini berasal dari bahasa 
sumber, bahasa Inggris. Dengan demikian, sumber rujukan yang digunakan 
adalah buku atau terbitan daftar istilah atau glosarium cabang ilmu dengan 
bahasa Inggris danlatau dari buku-buku teks cabang ilmu yang terkait. Selain 
itu, entri juga berasal dari istilah yang sudah sangat biasa digunakan dalam 
bahasa Indonesia dan sudah diketahui pula padanannya dalam bahasa 
Inggris. 
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu dalam bidang 
politik telah melibatkan banyak orang, sesuai dengan spesialisasi keahlian 
yang diperlukan, bekerja sebagai dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau 
lembaga penelitian. Mereka yang telah menyumbangkan kepakarannya 
antara lain Drs. Soegiono. M.A., Drs. Ary Bainus, M.A., Dra. Nuri 
Suseno, M.Si., Dr. Andi Mallarangeng, Dr. Chusnul Mariyah, Drs . A.A. 
G. Wisnumurti, M.Si., Drs. Haryadi, M.Si., dan Prof Dr. Rusadi 
Kantaprawira. 
VII 
Penyusunan istilah bidang perhutanan ini telah pula diperrnudah oleh 
bantuan kebahasaan yang disumbangkan oleh pakar bahasa dari Pusat 
Bahasa, yaitu Dr. Sri Sukesi Adiwimarta dan Dra. Meity Taqdir 
Qodratillah, M.Hum. Selain itu, Pusat Bahasa pun menyediakan tenaga 
yang memperlancar, yakni Dra. Cormentyna Sitanggang, Dra. Lien Sutini, 
Drs. Fairul Zabadi, Dra. Hari Sulastri, dan Dra. Wiwiek Dwi Astuti, 
M.M., yang bertindak sebagai sekretaris dan Drs. Dedi Puryadi dalam 
bantuan logistik. 
Daftar istilah yang disajikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, dengan sepenuh hati kami mengharapkan adanya saran dan kritik 
perbaikan dari berbagai pihak sehingga daftar istilah ini menjadi semakin 
bermanfaat bagi pengguna. 
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan penghlmpunan, penyu­
sunan, sampai penerbitan Glosarium POUlik lni kami sampalkan ucapan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
Jakarta, 22 November 2004 Penyunting 
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accrual accounting 
action program 
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program aksi tindakan 
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instrumen kontrol administrasi 
mekanisme kontrollpengendalian 
administrasi 


























administrative policy making 
administrative politics 
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pembuatan kebijakan administrasi 
politik administrasi 
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agensi pengatur administrasi; agensi 
regulatori administrasi 
sumber daya administrasi 
tanggung jawab administrasi 
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analysis of problem anal isis masalah 
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tindak balas elektronik 
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generic management 
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bisnis/pemiagaan global 
ekonomi elektronik global 






tata kelola pemerintahan yang baik; 
kepemerintahan yang baik 
barang dan jasa 
upaya kepemerintahan 
tata kelola pemerintahan; kepeme­
rintahan 
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hierarchy of control 
high government official 
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high public official 
higher law 
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hukum tertinggi 
budaya nasional Hofstede 
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Pusat Nasihat Perumahan 
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perusahaan peru mahan 
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human relations approach 
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Indeks Pembangunan Manusia 
pendekatan hubungan manusia 
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instrumen kebijakan campuran 
mobilisasi bias/pembiasan 
mode perwakilanlrepresentasi 
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multi-level policy system 
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efek berganda 
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administrasi pubJik baru 
manajemen publik baru 
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teori organisasi 
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budaya organisasi 
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proses organisasi 
res pons rganisasi 
s! rategi organisasi 
ukungan organisasi 
teon organisasi 
nil ai organisasi 
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indikator hasi l 
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sasaran hasil 
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penganggaran keluaran 
sis t m output 
sisi luar pem rintall 



















parl iamentary sovereignly 
parliamentary system 
part icipation crisis 
parti au configu ration 
partnership 





palron-c1 lent relat ionship 







birokrasi taura kertas 
perubahan paradigma 
peralihan/pergeseran parad igrna 
parastatal 
prins ip Pareto 
hukum Parkinson 







konfiguras i partisan 
kemitraan 
program pemilihan partai 
kebij akan pat n 
administrasi patrimonial 
birokrasi pat rimonial 






kemiskinan orang banyak 
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perception of policy actor • plurality election 































plural ity election 




































polarization of policy elite • policy indicator 

































































































inlcremental/tambal sulam kebijakan 
indikator kebijakan 
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policy indicator construction • policy stage 
policy ind icator con.<;truction 
policy instrum nt 
policy issue 
p Iicy legitimation 
policy literature 
policy maintenance 
p )lky maker 
pol icy making fu nction 
policy making mechanism 
pol i y making process 
poli 'y meaning 
policy mix 










policy problem cir<.:le 
policy process 
pol icy process map 
poliey proposal 
pol iey rational 
policy recommendation 
policy research 
poli 'y resport<;e 
policy review 
policy risk 











fungsi p mbuatan kebijakan 
mekanisme pembuatan kehijakan 
prOl'es pembuatan kebijakan 








orientas i kebijakan 







































p \icy study 
policy subsystem 
policy support 








pol icy typology 
policy undertaking 
policy window 
pol icy making authority 
policy making cycle 
pol itic of local government 
political acces 
political accountahility 
politi al action 
political business cycle 
pol itical cleavage 
political commitment 
pol it ical cond it ion 
politit:al contl ict 
political control 
pol itical culture 
political decentralization 





pol itical exchang 







rerminasi /pembatasan kebijakan 
pemikiran k bijakan 
alat kehijakan 
transfer kebijakan 







siklus pembuatan kebijakan 
polilik pemerinlah loi<al/daerall 
akses politik 
akuntabilitas politik 
t indakan politik 








pembuatan keputusan pOlitik 
perbedaan politik 
wacana/dL kursus polilik 
ekonom i POlilik 
linglcungan p litik 
pertukaran pOl itik 
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pol itical opposition 
political party 





















postmodern public administration 
pos trnodernism 




































kelangsungan hidup politik 
politisasi 










adrninistrasi publik pascamodern 
postrnodernisrne/pascamodernisme 
teori elit kekuasaan 
manajernen praktis/amali 
pilihan tersuka/teringin 







principal agent theory 



























process of compromise 
product of governmental action 
- product of governmental action 
kelompok penekan 
pengaturanJregulasi harga 
pembuat kebijakan utama/primer 
aktor/pelaku utama 












peri ode percobaan 

















hasil/produk tindakan pemerintah 
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productivity improvement· pseudo-evaluation 
productivity improvement 














pr gram assesement 
program budgeting 
program aluation 
progr ssive tax 
proj ect managtment 
promotion by merit 























mOlif pro ti tlkeuntungan 

p nganggaran progran 



































































pub lic decision 
public decision-making 















public accountability. public need 
kebcrtanggungjawabanl akuntabi itas 
publik 
tindakan publik 
aktivitas pub Ii 
administrator publikJnegara 




pinj aman/peminjaman publik 
birokrasi publik 
pililian publik 




keputu an publi 
pembuatan keputusan publik 
kewirausahaan publik 
perusahaan publ ik ; Badan Usaha Milik 
























public personnel management 
public policy 
public policy analysis 
public policy formulation 







public sector agency 
public sector budget 
public sector inefficiency 
public sector Jeardership 




public service accountability 
Public Service Commission 
public service corporation 
public service delivery 
public service delivery system 
public service reform 







manajemen kepegawaian publik 
kebijakan publik 
analisis kebijakan publik 
formulasilperumusan kebijakan publik 
pembuatan kebijakan publik 
masalah publik/umum 





agensi sektor publik 
anggaran sektor publik 
ketidakefisienan sektor publik 
kepemimpinan sektor publik 






Komisis Pelayanan Po~lik 












public service value • purchasing policy 







public utility regulation 
public value 
public work 








nilai pelayanan publik 










Departemen Pekerjaan Umum 












quality control circle 
qual ity initiative 







lingkaran pengawasan kualitas/mutu 




kuasi-perkotaan; perkotaan semu 
kuasi-publik; publik semu 
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rational action 
rational actor model 
rational choice 
rational decision making model 
rational theory 
rational-legal authority 







redistribution of income 
redistributive policy 














model aktor/pelaku rasional 
pilihan rasionaJ 
model pembuatan keputusan rasional 
teori rasional 
kewenangan/otoritas ras ional-legal 



















agensi /keagenan regional; keagenan 
wilayah 
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regional authority • relevant scholar 
regional authority otoritas wilayah; kewenangan regionall 
wilayah 
regional development pembangunan regionallwilayah 
regional goverrunent pemerintili regional 
regional planning board badan perencanaan daerahlregional 
regional policy kebijakan regional/wilayah 
regionalisation regionalisasi 
registrar office kantor pendaftar 
regressive tax pajak regresif 








































kerangka kerja pengaturan/kepatuhan 
fungsi regulatori/pengaturan 




reformas i/pembaruan pengaturan 
program rehabilitasilpemulihan 
ungkap kembali 
reka cipta ulang 
pereka cipta ulang; penciptaan kembali 

































role of, evaluation 
role of government 











akuisisi sumber daya 
alokasi sumber daya 
pemerintahan bertanggung jawab 









revitalisasi pelayanan publik 
kekuasaan bersumber ganjaran 
sistem ganjaran/hadiah 
pemerintah beraliran kanan 

















rule making function. rural policy 
rule making function fungsi pembuatan peraturan 
rule of adjudication aturan penghakiman 








scholar of public administration 





self-directed work team 
self-management 
self-regulatory policy 




separation of power 
sequential decision-making 
service delivery 
















proses penelitian dengan cennat 
pemerintah tak bercela 
swamanajemen 
tim/kelompok kerja mandiri 
managemen diri ; swamanajemen 
kebijakan swaatur 





pengambilan keputusan berurutan 
pengirimanipeJaksanaan pelayanan 
sistem pelaksanaan pelayanan 
penyedia/pembekal pelayanan 
kual itas /mutu peJayanan 
agens i pengiriman peJayanan 
diskriminasi seks 
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small business administration 

















social regulatory policy 
social responsibility 
social safety net 
social security 







perencanaan jangka pendek 
penyusutan (peran) negara 





administrasi usaha kecil 

















kebijakan pengaturan sosial 
pertanggungj awaban sosial 
jaring pengaman sosial 
keamanan sosial 






societal policy activity • state-civic organization relationship 
societal pol icy activity 
soft bureaucracy 
solution analysis 

















standard of living 
standard operating procedure 
standards of conduct 




state financial authority 
state intervention 
state legislative assembly 
state public service 
state revenue 
state-civic organization relationship 
















































otoritas/kewenangan keuangan negara 
intervensi/campur tangan negara 
majelis legislatif negara 
layanan publik negara 
hasillpendapatan negara 
hubungan organisasi negara-siviks 
(masyarakat/warga negara) 
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statement of objectives· strategic policy capacity 
statement of objectives 
state-oriented society 
static management 
status quo policy 
statutory body 
steering committee 
steering not rowing 
step of policy 
strategic approach 









strategic gap analysis 
strategic hamlet 
strategic human capital 
strategic human resource 
development 











strategic planning model 
strategic policy capacity 
pernyataan tujuan/objektif 











steering not rowing 
tahapan kebijakan 
pendekatan strategik 
perencanaan satuan bisnis strategik 
kapasitas strategik 
pendekatan/perubahan strategik 






analisis kesen jangan strategik 
desa strategik 
modal manusia strategik 
pengembangan sumber daya manusia 
strategik 























model perencanaan strategik 

kapasitas kebijakan strategik 
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strategic poHcy framework • substantive policy 
strategic policy framework 
strategic policy option 
strategic priority-setting process 
strategic process 
strategic public administrator 
strategic results areas 
strategic task 
strategic thinking 
strategic vi, ion 
strategy adopt ion 





strategy/policy value chain 




structural aJjusment program 
structural adju. tment 




structural organisation theory 
structural policy 
,'tructural relationship 




substantive pol icy 
kerangka kebijakan strategik 




administrator publik/negara strategik 





siklus perubahan strategi 
I ingkungan strategi 
implementas i/pelaksanaan strategi 
prioritas strategi 
pemikiran strategi 
rantai nilai strategi/kebijakan 
birokrasi pelaksana 
pemogokan; mogok 
regulasi pengaturan pembukaan pertam­
bangan; pembukaan pertambangan 
birokrasi kuat 
program penyesuaian struktural 
penyesuaian struktural 











struktur dan pro 'es 














. success factor 
superconductivity policy 
supplementary pol icy-maker 
supplier performance 
suppJy-s ide role 
sustainable development 
sustainable management 
SWOT (Strength, Weakness, 













pembuat kebijakan suplementer 
kinerja penyedia/rekanan 
peran(an) sisi penawaran 
pembangunan berkesinambungan 
manajemen berkesinambungan 















tax reduction policy 
team work synergy 
technical feasibility 







teory of cybernetics 







theory of cybernetics 










kebijakan pengurangan pajak 
sinergi kerja tim 
kelayakan teknik 








desentral isasi teritorial/wilayah 
pangeran wilayah 






teori tingkah laku/perilaku taketika 
think-tank/kumpulan pemikir 
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threat of sanction • trouble shooting 
threat of sanction 




total quality management 




trade union movement 
traditional authority 
traditional model 
traditional public administration 
traditional public management 


















perencanaan atas-bawah/dari atas 
manajemen kualitas total ; mutu total 
pelayanan kualitas/mutu total 
masalah mudah dikerjakan 
asosiasi (per)dagang(an); perserikatan 
perdagangan 
rahasia dagang 
gerakan serikat dagang 
kewenangan/otoritas tradisional 
model tradisional 
administrasi publik/negara tradisional 
manajemen publik tradisional 
masyarakat tradisional 
pengawasan lalu lintas 
kebijakan pelatihan 
teori sifat 


































value added tax 
value creation 
value exploration 
value of improvement 
value of money 

































instrumen kebijakan sukarela 
pelayanan sukarela 
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water resources policy 

















kebijakan sumber daya perairan 





masalah/ihwal terstruktur baik 
negara-negara Westminster 
model Westminster 













zero-based budgeting anggaran berbasis no1 


























Asian Development Sank (ADS) 

















altruisme; paharn altruis 
altruistik 








Sank Pembangunan Asia 
mode produksi asiatik 
informasi asimetrik 
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authorisation bill • an average profit 
authorisation bill rekening otorisasi 
authoritarian corporatist framework kerangka kerja korporatis otoritari 




balance of payment 
balance of trade 
balanced budget 
banana republic 































untung; manfaat; faedal1 
bUateralisme; pal1am bilateral 
pasar gelap 
regionalisme blok; pal1am blok 
regional 

ekonomi borju is 













penawaran birokrat ik 

siklu /daur bisnis 










capital gains tax 


















check and balance 









pajak perolehan modal 



















tenaga kerja murah 
cek dan balans 
mazhab ekonomi Chicago 
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classical political economy 
cliental ism 
clientalist structure 
coalition of minorities 
coffee money 
collaboration 
collaborative trade liberalisation 


















choi moi (Vietnam) • conspiracy theory 
reformasi ekonomi/choi moi 










ekonomi politik klasik 




kolaborasi; kerja sama 
liberalisasi perdagangan koloratif 



















constant dollars • cyclical majority 
constant dollars 
consumer goods 
consumer price index (cpi) 
contract out 
coolie labour 
co-ordination of expectations 
corporate special interest system 
corporate welfare 
corpora ted body 
corporation de facto 
corporatisation 
cost sharing 
council for mutual economic aid 
crony capitalism 
cross pressures 
cu ltural revolution 
currency convertability 








indeks harga konsumen 
luar kontrak 
kuli kasar; kerja kuli 
koordinasi pengharapan 
sistem kepentingan khusus korporat 
kesejahteraan korporat 
badan terkorporat 
korporasi de facto 
korporatisasi 
berbagi biaya/beban 
rnajelis bantuan ekonomi bersama 




nila i tukar mata uang 
surplus perhitungan mata uang; sur­
plus rekening koran 





















der ived demand 
detenninistic demand 
devaluation 


















pennintaan ; tuntutan 
kurva pennintaan/tuntutan 
or i ntasi permintaan/tuntutan 
jadwal pennintaan/tuntutan 
barang cacat/keliru 
penurunan; penekanan; depres i 
tak mengatur; deregulasi 
pennintaan terasalan/turunan 
pennintaan menentukan/detenninistik 






dirigisme; paha.rn dirigis 
kadar diskonlpotongan; harga potongao 
terdiskon; terpotong 
distribusi/pembagian nilai 
dapat dibagi; terbag ikan 
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doi moi • dynamic flexibility 
doi moi 
domestic bourgeoisie 
domestic economic system 





doi nwi; reformasi politik 
borjuis domestik 
sistem ekonomi domestik 
efeklakibat pasar domestik 
dualisme; paham dualis 
dwnping 
diadik 


























economic system reform 
economic threshold 
perubahan ekonomi 













populisme/paham populi ekonomi 
kuasa ekonomi 
regionalisme ekonomi; paham regional 
ekonomi 
sumber daya ekonomi 
sanksi ekonomi 
kemunduran ekonomi 





sidang puncak ekonomi 

reformasi sistem ekonomi 

ambang batas ekonomi 
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economic warfare • externalities 
economic warfare 






















export oriented industrial isation 
export processing industry 
external ities 
peperangan ekonomi 
kadar pajak efektif 
harga efisiensi 
masyarakat egaliter 
el astis itas 
kesenjangan massa elit 
otonomi terpancang 





programirancangan pemberian hak 
harga keseimbangan 
keadilan 
kapitalisme semu/ersatz; paharn kapi­
talis semu 








industrial isasi berorientasi ekspor 




factor of product' on 
fair deal 
fairness doctrine 





fixed deposit investment 
tlat tax 
foreign capital displacement 
foreign direct investment 
foreign exchange 
free interprise economy 












investas i deposito tetap 
pajak rerata 
pengaLihan modal asing 
investasi langsung asing 
pertukaran asing 
ekonomi perusahaan bebas 
















preferensi khusus umum 
modal global 
konsumerisme global; paham kon­
sumer global 
konteks global 
tata kelola pemerintahan global 
standar emas 
masyarakat raya 






hard currency mata uang utarna 
head start mulai terdepan 
hot money uang panas 
human labour production produksi pekerja manusia 



































industrialisasi pensubstitusian impor 
industrialisasi substitusi-impor 
strategi-substitusi impor 








redistribusi pendapatan; pembagian 
kembali pendapatan 
keamanan pendapatan 
program keamanan pendapatan 
pajak pendapatan 
inkorporasi 
inkrementalisme; paham inkremental 
indeksasi 
hak milik individu 
keseimbangan kontribusi dorongan 
badan industrial 
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industrial bourgeoisie • issue space 
industrial bourgeoisie 
industrial democracy 
industrial organization theory 
industrial pol icy 









intellectual property rights 




international labour office 
international labour organization 
(ilo) 
international monetary fund (imf) 
international order 
internationalization 
iron law of 01 igarchy 






teori organisasi industrial 
kebijakan industrial 














kantor pekerja internasional 
organisasi pekerja internasional 






hukum besi oligarki 

















labour f1exibil ity 
labour market 
lahour market deregulation 
labour market reform 
lahour needs 
labour organisation 






law of comparative advantage 
law of demand 
law of diminishing returns 
law of supply 
law of the concentration of capital 
left-wing economic policy 
levy 









deregulasi pasar pekerja 
reformasi pasar pekerja 
kebutuhan pekerja 
organisasi pekerja 
pertumbuhan produktivitas pekerja 
kekurangan pekerja 
kapitalisme saing bebas; kapitalisme 
laissez-faire 
demokrasi saing bebas/laissez-Iaire 
kepemimpinan saing bebas/laissez­
faire 










hukum konsentrasi modal 










liberalization of trade • luxurious goods 
- liberalization of trade 
libertarianism 
load shedding 





libertariilflisme; paham libertarian 
curah beban 
nilai partisipasi jangka panjang 


















minimal decisive set 
minimal state 
minimum wages 











anal isis marjinal 
biaya marjinal 
produktivitas marjinal 
kadar marjinal keuntungan 
ketakrasionalan/irasionalitas pasar 









set penentuan minimal 
negara minimal 
upah minimum 










multi-dimenzional • mutually exhaustive 
multi-dimenzional multidimensional 
multilateral ism multilateralisme; pallam multilateraL 
mutually exclusive tak berdamai; bertolak belakang 











national ised industries 

national ist perspective 







neutral economic zone 






































neofasisme; paham neofasis 

zona ekonomi netral 

























open market operation operasi pasar terbuka 
open regionalism regionalisme terbuka; paham regional 
terbuka 
opportunity cost biaya yang pantas!1ayak 
organisation of petroleum exporting organisasi negara pengekspor minyak 
countries ( opec) 






























f1eks ibilitas/keluwesan partis ipatif 
























pascakol oniaJ isme 
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productive labour production 
profit rates 
progressive income tax 
progressive tax 
progressive taxation 
prosperity neighbour policy 
protectionist pol icy 
protective trade agreement 






reconstruction of markets· 
redistribution 
redistributive function 
regional broadcasting centre 















s ikl us has il 
keputusan produksi 
produksi pekerja produktif 
kadar keuntungan 
pajak penghasilan progresif 
pajak progresif 
perpajakan progresif 
kebijakan tetangga makmur 
kebijakan proteksionis 
perjanjian lindung dagang 




ekonomi reagan; reaganomik 
dolar nyata 
rekonstruksi pasar 
redistribusi; pembagian kembali 
fungsi redistributif 
pusat penyiaran regional 







regression toward the mean 
regressive tax 













regionalism .. runaway inflation 
regionalisme; paham regional 






perilaku memburu rente 
kapitalisme memburu rente 
prasyarat cadangan 
ketaksetaraan sumber daya 
hukum/undang-undang hak kerja 
kebijakan ekonomi sayap kanan 








































kurva puncak tunggal 
pemogokan duduk 
iuran pengembangan kecakapan 
budak 





sosialisasi sumber daya 
paham anarki/anarkisme sosial 
status ekonomi sosial 
ekonomi ruang/spasial 




refonnasi perusahaan negara 





strike authorization vote 
structural adjustment 





















undi suara otorisasi pemogokan 
penyesuaian struktural 











pennintaan dan penawaran 
kurva penawaran 
orientasi penawaran 



















transnational neo-I iberalism 
transportation cost 
treasury board 
two sided test 
T 































mandat tanpa dana 
ekonomi tak terencana 




value preferences keinginan/preferensi nilai 
variable-sum game permainan semua variabel/menang 




war on poverty perang terhadap kemiskinan 
welfare provision perlengkapanlsyarat kesejahteraan 
withholding tax pajak penangguhan 
worker compensation kompensasiiganti rugi pekerja 
working hour jam kerja 
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z 
























Air Defence Artillery (ADA) 


























Artileri Pertahanan Udara 
(Arhanud); ADA 
Zona Identifikasi Pertahanan 
Udara 









airborne early warning 
airborne forces 
airborne regiment 












allocation of power 
ama1gamation 








Anglo-Malaya Defence Agreement 
annexation 
Antiballistic Missile (AMB) 
Antiba1listic Missile Defence 
anti-Com intern 
air warfare • anti-Comintern 
peperangan udara 

peringatan dini udara 

pasukan terjun payung 

resimen terjun payung 

sistem peringatan dan 

pengawasan udara; AWACS 
kapa1 induk 
turnpuan udara 
pasukan gerak udara 









duta besar berkuasa penuh 
amnesti 
Amnesti InternasionaJ 










Peluru Kendali Antibalistik; 

RudaJ Antibalistik; ABM 
Pertahanan Peluru Kendali Anti­




Anti-Facist People's Freedom League • Asia Europe Meeting 

























annoured personneJ carrier (APe) 
arms control 








ASEAN Regional Forum (ARF) 
Asia Europe Meeting (ASEM) 
Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis; 
AFPFL 
anti-Semistisme; anti-Yahudi 






Perang Arab Israel 
Liga Arab 
Arab Magribi 













pengangkutan pasukan bersenjata 
pengendalian senjata 








Forum Regional Asean; ARF 
Pertemuan Asia Eropa 
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Asia-Pacific Economic Cooperation • Axis Power 
Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) 
Asian-African Conference 
Association of South East Asian 
asylum (politic) 
Atlantic Charter 
atomic free zone 
attache 
attack group 












axis of advance 
Axis Power 
Kerja Sarna Ekonomi Asia-Pasifik; 
APEC 
Konferensi Asia Afrika 
Perserikatan/ Asosiasi Bangsa-Bangsa 




zona bebas atom 
atase 
kelompok penyerang 





























balance of power 
balance of terror 
balkanization 
ballistic missile 










Bay of Pigs invasion 















peluru kendali/rudal balistik 






































Brunei Indonesia Malaysia 
Philippines East Asia Growth 









blast sheJter - Bushido doctrine 
perlindungan meletup 
blitzkrieg 
pengambilan suara blok 
bJokade 







pelarian intelektual; brain drain 
Doktrin Brezhnev 
nekad bahaya (poJugri); berjibaku 
Persemakmuran Inggris 
Kawasan/ Area Pertumbuhan Asia 
Timur, Brunei, Indonesia, 






model pOlitik birokratik 





Cable News Network (CNN) 
calculated risk 

























Jaringan Berita Kabel 
risiko terhitung 














Badan Intelijen Pusat (AS) ; CIA 















clash of civilisation 
Clash of the Titans 
cleavage 
clique 
close air support 
close defence 
close support 





























konfl ik kekuatan besar 
pembelahan 
klik; konco 
dukungan udara erat 
pertahanan erat 
dukungan erat 
kebijakanJpolitik pintu tertutup 
koalisi 
pusat pinggir bersarna 
kohesi 

















komando, pengendalian, dan komuni­
kasi 
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command, control, communications & intelligence (C3ij • conflict 
command, control, communications 




committee of enquiry 











comparative foreign policy 
competition 
comtemporary state system 
concentration of power 
conceptual approach 









Conference on Security and Coo­
peration in Europe (CSCE) 
confidence building 
confidence building measure (CBM) 
conflict 




dengar pendapat komite 
komite penyelidik 











politik luar negeri perbandingan 
kompetisi; persaingan 
sistem negara kontemporer 
konsentrasi kekuasaan 
pendekatan/ancangan konseptual 









Konferensi Keamanan dan Kerja Sama 
di Eropa; CSCE 
pembentukan kepercayaan 
tindakan pembentukan kepercayaan 
persel isihan; konflik 
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conflict ending • countervailing strategy 
conflict ending 
confl ict of interest 
conflict of value 
conflict regulation 
conflict resolution 







Consultative Group on Indonesia 
(CGI) 
containment 












correlation of world forces 
cost-benefit analysis 
Council for Mutual Economic 
Assistance (COMECON) 
counter espionage 














hukum tata negara 
traktat konsuler 
Kelompok Konsultatif untuk Indonesia; 
CGI 
pembendungan 
Politik Pembendungan (AS) 











korelasi kekuatan-kekuatan dunia 
analisis untung rugi 


























kejahatan terhadap kemanusiaan 
krisis 
kronisme 
rudal/peluru kendali jelajah 
penjelajah 
perang salib 

















declaration of rightlbill of rights 







defence identification zone 
defence policy 
-defming situation 










proses pengambilan keputusan 
peraturan keputusan 
teori keputusan 
keputusan tanpa putusan 
keknasaan pengambilan keputusan 
sumber pengambilan keputusan 
peranan penentu 
deklarasi 
deklarasi hak asasi; UU hak asasi 


















delegation of authority 
delegation of power 
democracy 



























wakil; utusan; delegasi 
kewenangan terdelegasikan 
legislasi terdelegasikan 















desegregasi; penghapusan perbedaan 
despotisme 
kapal pembinasa; penghancur 
sikap takterlibat 




































distribution of capability 
distribution of power 
divide and rule 
doctrine 


























ganti rugi diplomatik 
persenjataan energi terarah 
perlucutan senjata 
diskriminasi 





pecah dan kuasai 
doktrin 
doktrin keperluan militer 









sistem peringatan dini 
Hari 8umi 









































ethnic cleans ing 
ethnic-national ism 
Euro 





European Court of Human Rights 
European Court ofJustice 
European Defence Conununity 


























Mala Uang Euro 





Mahkamah Hak Asasi Manusia 
Eropa 
Mahkamah Eropa 
Komunitas Pertahanan Eropa 
Masyarakat Ekonomi Eropa; 
EEC 
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European Free Trade Area (EFTA) • extraterritorial status 
European Free Trade Area (EFT A) 
European Monetary System (EMS) 
European Recovery Programme 
European Security Conference 
European Union 





exploitation de I 'home par I 'home 









Kawasan Perdagangan Bebas Eropa; 
EFTA 

Sistem Moneter Eropa 

Program Pemulihan Eropa 















exploitation de ['home par ['home 




















Falkland Islands War 














first track diplomacy 
First World 
first world war 
flfst-strike 
fiscal crisis 










Biro Investigasi Federal; FBI 













diplomasi jalur pertama 
Dunia Pertama 
Perang Dunia Pertama 
serangan pertama 
krisis fiskal 




res pons fleksibel 
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t10ating vote 





foreign affairs adviser 
Foreign Direct Invesunent (FOI) 
foreign policy 














function of council 
functionalism 




floating vote • fundamentalism 
suara mengambang 






masalah luar negeri 
penasihat masalah luar negeri 
Investasi Asing Langsung; FOI 
politik/kebijakan luar negeri 
strategi politik luar negeri 
dinas luar negeri 
perdagangan luar negeri 
hibah berfonnula 
pertahanan ke depan 
hak pilih; waralaba 
wilayah bebas 
perdagangan bebas 








prinsip fundamental hukum interna­










game of politics 
game theory 























Kelornpok 15 Negara Selatan; G-15 
Kelompok 7 Negara Industri Maju; G-7 
pennainan pOlitik 
teori pennainan 





























































Gulf co-operation Council (GCC) 
Gulf War 




























head of government 
head of state 
hearings conunittee 
hegemony 
hegemonic stability theory 
Helsinki Agreement 
Helsinki Conference 
Helsinki Final Act 
Helsinki Process 
heterogenous society 













Konferensi Tingkat Tinggi (KIT) 
Hanoi 




komite dengar pendapat 
hegemoni 
teori stabilitas hegemonik 
Perjanjian Helsinki 
Konferensi Helsinki 
Akta Final Helsinki 
Proses Helsinki 
masyarakat heterogen/majemuk 
pembuatan kebijakan hierarki 
tipe hierarkis 
hierarki 









horizontal integration • hwnanitarian intervention 
horizontal integration integrasi horizontal/mendatar 























































interactional environment • 
interactional environment 







Intergovernment Organization (lGO) 
intergovernmental 
Intergovernmental Group on 
Indonesia (lGGI) 
Intermediate Nuclear (lNF) 
international administration 
international anarchy 
International Atomic Energy Agency 
International Bank for Reconstruc­
tion and Development (IBRD) 
international blockade 
international boundary 
International Civil Aviation 
Organization (lCAO) 
International Committee of the Red 
Cross (lCRC) 




International Court of Justice 














carnpur tangan; gangguan 









Kelompok Antarpemerintah untuk 

Indonesia; IGGI 
Nuklir Jarak Menengah 
administrasi internasional 
anarki internasional 
Badan Tenaga Atom Internasional 
Bank Internasional untuk Rekonstruksil 











Komite Palang Merah Internasional 









Mahkarnah Internasional; Peradilan 

Internasional 
Organisasi Polisi Kriminal Intemasi 
onal; Interpol, Polisi Internasional 
Asosiasi Pembangunan Internasional 
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international exchange. international system 
international exchange 
International Finance Corporation 
(lFC) 
International Fund for Agriculture 
Development (IFAD) 
international history 
International Institute of Education 
international institution 
international jurisprudence 
International Labour Organization 
(lLO) , 
International Law Conunission 
international legal norms 
international management 
International Monetary Fund (IMF) 




International Peace Research 
Association 
International Political Economy 
International Political Science 
Association 
International Postal Union 
International Red Cresent 




International Seabed Authority 






Korporasi Keuangan Internasional; 
Perusahaan Keuangan Internasional 











Organisasi Buruh lrlternasional: ILO 

Komisi Hukum Internasional 





Dana Moneter Internasional 













Ekonomi Politik Internasional 

Asosiasi Ilmu Politik Internasional 

Uni/Persatuan Pos Internasional 

Bulan Sabit Merah lnternasional 







usaha perlindungan internasional 

Otoritas Dasar Laut Internasional 
















international trade policy 























kebijakan perdagangan internasional 







~ ntervensi ; campur tangan 
periode antarperang 



















just in war Gus in bello) 














Komitet Gosudarsvenoy Bezopanosti Dinas Rahasia Uni Soviet; KGB 
(KGB) 




land locked state 
landslide victory 
law of the sea convention 
law of war 
law of the sea warfare 
law of treaties 
League of Arab Nations 








letter of credence 











negara daratan (tanpa laut) 
kemenangan besar 
konvensi hukum laut 
hukum perang 
hukum peperangan laut 
hukum traktat; hukum perjanjian 


























linkage theory • low politics 
linkage theory teori perkaitanJpertautan 
loan pinjaman 
look East policy kebijakan pandang ke Timur 
low intensity operations operasi intensitas rendah 




Magna Charta; Magna Carta 
major power 




















memorandum of agreement 




























































Most Forward Nation (MFN) 
mother ship 
Moro Nationalist Liberal Front 
(MNLF) 
multifunctional 










bantuan mil iter 
pangkalan militer 
















Dinas Rahasia Israel; Mossad 
Negara Terutarnakan 
kapal induk 













National Security Advisory (NSA) 


























Penasihat Keamanan Nasional; NSA 
Dewan Keamanan Nasional; NSC 
penentuan sendiri nasional 

























New International Economic Order 
(NIEO) 
new world order 
newly industrialized countries 
(NICS) 
nomination 







North American Free Trade 
Agreement (NAFfA) 
North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) 
North-South relations 
Nuc!ear Banishment Treaty (NBT) 
nuclear power 
nuclear proliferation 










Tata Ekonomi Internasional Barn 

tata dunia barn 





gerakan tanpa kerja sarna 
organisasi nonpemerintah; ornop; 
LSM 
tanpa kekerasan 
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika 
Utara; NAFfA 
Organisasi Perjanjian Atlantik Utara; 
NATO 
hubungan Utara-Selatan 













oral vote/voice vote 
order of battle 
organization 
Organization for Economic Coope­
ration and Development (OECD) 
Organization of African Unity 
(OAU) 
Organization of American State 
(OAS) 
Organization of Islamic Conference 
(0lC) 
Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 
Organization for Security and 
. Cooperation in Europe (OSCE) 







pOlitik pintu te'fbuka 
operasi; gerakan 






Organisasi untuk Kerja Sarna Pemba­
ngunan Ekonomi 

Organisasi Persatuan Afrika; OA U 

Organisasi Negara-Negara Amerika; 
OAS 
Organisasi Konferensi Islam; OK! 
Organisasi Negara-Negara 
Pengekspor Minyak; OPEC 
Organisasi unttUk Kearnanan dan Kerja 
Sama di Eropa; OSCE 

model proses organisasi 





yurisdiksi tumpang tindih 

keanggotaan tumpang tindih 
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overseas • ozone depletion 
overseas seberang lautan; perantauan 
overthrow penggulingan (kekuasaan) 







Palestine Liberation Organisation 
(PLO) 




















blokade secara damai 




Organisasi Pembebasan Palestina; 
PLO 
kemitraan untuk perdamaian 






blokade secara damai 
penyelesa~an secara damai 
hidup berdampingan secara damai 










Permanent Court of Arbitration. prisoners of war 
Permanent Court of Arbitration 
perpetuaJ agreement 
perpetual peace 































prisoners of war 
Mahkamah Arbitrasi Permanen; 
























teoritikus/ahli teori/teoritisi politik 
teori politik 
































perang lewat pihak ketiga; proxy war 
opini publik 












































alasan bemegara/raison d'etat 
raison d'erre 
ratifikasi 




























rule of law 
rules of exposure 
rules of game 




























Second World War 
second-strike 
second track diplomacy 
secret diplomacy 
secretary general 
secretary of defense 





















Perang Dunia Kedua 
serangan kedua 

















Singapore Johore Riau (SIJORI) • strategic bomber 
Singapore Johore Riau (SIJORI) 
Singapore Summit 




South Asian Regional Cooperation 
(SARC) 
South East Asia Treaty Organization 
(SEATO) 
South-East Asia Nuclear Weapon-























Strategic Anns Limitation Talks 
(SALT) 









Segi Tiga Ekononii Singapura Johor 
(Sijori) Riau 
Konferensi Tingkat Tinggi (KIT) 
Singapura 









Kerja Sarna Regional Asia Selatan 









































Perundingan Pembatasan Senjata 

Strategik; SALT 








strategic defence initiative • systemic forces 

























ahIi strategi; strategis 
strukturalisme 














tactical nuclear weapons 
target area 
technical aid; technical assistance 

















Treaty of Amity and Cooperation 
(ASEAN) 












senjata nuklir teater 
persenjataan termonuklir 
wadah pemik.ir; think tank 
Dunia Ketiga 









Traktat/Perjanjian Persahabatan dan 
Kerja Sarna (ASEAN) 
Traktat/Perjanjian Roma 
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unconditional surrender penyerahan tanpa syarat 
unifonnity keseragaman; unifonnitas 
unilateral unilateral; satu pihak 
unilateral declaration deklarasi unilateral 
unipolar unipolar 
unitary kesatuan 
United Arab Emirates (UAE) Uni Emirat Arab 
United Nation Charter Piagam PBB 
United Nations (UN) Perserikatan Bangsa-Bangsa; PBB 
United Nations Assistance Mission Misi Bantuan PBB untuk Timor Timur; 
for East Timor (UNAMET) UNAMET 
United Nations Conference on Trade Konferensi PBB dalam Perdagangan 
and Development (UNCTAD) dan Pembangunan; UNCTAD 
United Nations Convention on the Konvensi PBB mengenai Hukum Laut; 
Law of the Sea; UNCLOS UNCLOS 
United Nations Development Program Pembangunan PBB; UNDP 
Program (UNDP) 
United Nations Disaster Relief Organisasi Bantuan Bencana PBB 
Organization (UNDRO) 
United Nations Economic and Dewan Ekonomi dan Sosial PBB; 
Social Council (ECOSOC) ECOSOC 
United Nations Education, Organisasi PBB untuk Pendidikan, 
Scientific, and Cultural llmu, dan Budaya; UNESCO 
Organization (UNESCO) 
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United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) • utopian 
United Nations Fund for Population 
Activities (UNFPA) 
United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) 
United Nations International 
Children's Emergency Fund 
(UNICEF) 
United Nations Protection Force 
(UNPROFOR) 
United Nations Transition Adminis­
tration on East Timur (UNTAET) 
United States Agency for Interna­
tional Development (USAID) 
Universal Declaration of Human 
Right; UDHR 
utopian 
Dana PBB untuk Aktivitas 
Kependudukan; UNFPA 
Komisioner Tinggi PBB untuk 
Pengungsi; UNHCR 
Dana Darurat PBB untuk Anak-anak 
Internasional; UNICEF 
Pasukan Perlindungan PBB; 
UNPROFOR 
Pemerintah Transisi PBB di Timor 
Timur; UNT AET 
Badan Amerika Serikat untuk Pemba­
ngunan Internasional; USAID 









































Western European Union (WEU) 
window of vulnerability 
win-win solution 
World Tourism Organization (WTO) 
















strategi perang tempur 
Pakta Warsawa 
kapal perang 
kedaulatan (di) masa perang 
strategi pemenangan perang 
skandal Watergate 
proliferasi senjata 
Uni Eropa Barat; WEU 
jendela kerentanan 
solusi sarna me nang 
Organisasi Pariwisata Dunia; WTO 









teori sistem dunia 
perdagangan dunia 
teori sistem dunia 
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z 
zero-sum game permainan zero-sum 
zone of peace, freedom and Zona Kedamaian, Kebebasan dan 

















act of parliament 
act of state 





ad hoc authority 









krisis turun takhta 
sekongkol 
pemilih takhadir/absen 
suara in absensia 













kewenangan! otoritas sementara 
panitia ad hoc 
adm inis tratif 
kelas administratif; pamong praja 
undang-undang administrasi negara 
negara pamong prajal administratif 
hak pilih dewasa 
politik bertentangan 
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allocation of power 
allocation of values 
alternative society 
alternative vote 






Anglo-Malaya Defence Agreement 
anomie 
anti-Com intern 







































































area studies • autonomy 
kajian wilayah 



















































bill of attainder 




tindakan memberi suara 
undang-undang pemberian suara 
surat suara; kertas suara 
kotak suara 
temp at pemungutan suara 




penyerangan Bay of Pigs 
bujukanlpersuasif tingkah laku 
aliran/mazhab tingkah laku 
paham tingkah laku 





lembagalegislati f dua kamarIbikameral 
sistem bikameral/dua kamar 
bikameralisme; paham dua kamar 
bilateral; dua pihak 
usulan undang-undang 
usulan undang-undang hak sipil 




















bipartisan • by election 
sistem dua partai 
sistem/keadaan dwipihak 
dwikutub; bipolar 
kekuasaan kulit hitam 
pemungutan suara berkelompok 
Bolshevisme 
































































































central ized democracy 

























civil rights movements 
civil service commission 


































gerakan hak sipil 
komisi layanan sipil 
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gerakan bawah tanah 






























collective goods • communications network 
collective goods 
collective leadersh ip 















committee of council 


































komisi dengar pendapat 
komis i dewan 
komisi penyelidikan 




























































kajian komunitas/mas yarakat 






































conflict of interest - constitutional engineering 
conflict of interest 








































penyerahan kekuasaan kongres 
hubungan birokratik kong res 
komisi kongres 
wiIayah/distrik kong res 
pemilihan kongres 
pemerintahan kongres 













kebijakan daerah pemilihan 
daerah/wilayah pemil ihan 
pemilih; pendukung 
majelis konstitusional 
































council of m inisters 
council of regency 
Council of Regency and Succession 
























federalisme kerja sarna 
gerakan kerja sarna 






























culle law/cube ru le 














kursi anggota independen 




































Declaration of Independence 
declaration of rights/bill of rights 
decolonization 
deconcentration of power 






delegation of authority 








pennainan pengambilan keputusan 
proses pengambilan putusan 
proses keputusan 
aturan pengambilan keputusan 
teori keputusan 










































devolution of authority 
D 'Hondt system 
dialectic 


















































direct 01" pure democracy - dynasty 
direct or pure democracy 
direct primary 










distribution of powers 




divide and rule 
doctrine 
doctrine of separation of powers 
dominant group 











demokrasi langsung atau murni 
primari langsung 
politik kotor 
muslihat kotor; tipu muslihat 
faktor pembeda 
diskriminasi; pernbedaan 
pencabutan hak pilih 
perpecahan; disintegrasi 
pemilihan tersengketakan 








pecah dan perintah 
doktrin 
doktrin pemisahan kekuasaan 
kelompok dominan 












Early Day Motion 










electoral ballot ./ 







el ite approach 
elite cohesion 
el ite pOlitical culture 
el ite preferences 
elite-mass gap 
el itist democracy 
emergency power 
E 
Early Day Motion 
yurisdiksi keagamaan 
peserikatan ekologis 









kode eti k per ilaku pemilihan 
dewan pem ilili ; lemhaga pemLlilian 
putaran pemilih 
daerah pemil ihan 
sistem pemil ilian 
zona pemilihan 
elektorat; para pemilih 
pendekatan elit 
kohesi elit 
budaya politik elit 
preferensi elit 
ke 'enjangan massa elit 
demokras i eHtis 
kekuasaan darurat 
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Executive Office of President 
executive officer 












pengaruh lingkung sekitar 





















labatan Eksekutif Presiden 
pejabat eksekutif 
hak istimewa eksekutif 
pembuangan; orang buangan 
pemberian suara eksit 
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exploitation • extremist 

















Federal Legislative Council 
federalism 
federalist 

























Dewan Legislatif Federal 
federalisme 
federalis 







pemenang undi terbanyak 
suara mengambang 
pemilih mengambang 
ketua anggota parlemen 
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form of government • fundamentalist dogma 
fonn of government 





freedom of assoc iat ion 
freedom of infonnation 
freedom of religion 







fu ndamental ism 
fundamental ist dogma 
benruk pemerintahan 










anggota utama dewan 
organisas i depan 
suksesi fungsionaJ 
fu ngsionaJ isme 
hak dasar/asasi 
fundamental isme 






















government by the people 
government for the people 
government institution 






pemilihan umum; pemilu 
pemogokan massal 














dukungan parlemen terhadap peme­
rintah 
pemerintahan oleh rakyat 
pemerintahan untuk rakyat 
lembagaiinstitusi pemerintah 
pemerintahan dari rakyat 






















gerakan akar rumputlrakyat bawah 















head of gov~rmnent 
head of state 








hierarchical policy making 
hierarchical type 
hierarchy 





horse race and toss-up 
House of Commons 
House of Lords 













putra mahkota; pengganti pemimpin 
kewenangan temurun 
prinsip temurun 
suksesi temurun; penggantian temurun 
masyarakat heterogen 
pengawasan/pengendaJian hierarkis 
pembuatan kebijakan hierarkis 
tipe hierarkis 
hierarki 












































































informal treaty process • 
informal treaty process 



















intermittent political system 
internal colonialism 
internal security 






















kefungsionalan ganda institusional 
pemberontak; pengacau 
pemberontakan 
Badan Intelijen; Dinas Rahasia 
cendekiawan 






sistem politik bersela 
kolonialisme dalam negeri 
keamanan dalam negeri 






















issue voting • item vito 





perundangan yudisial; legislasi keha­judicial legislation 
kiman 
kekuasaan yudisiallkehakiman judicial power 
yuntajunta 
yuridis; menurut hukum juridical 






kingship kedudukan raja 




























Ii 'ted monarchy 





























bangsawan seumur hidup 












low intensity operations 






















majority voting system 
Malaya Philippines Indonesia 
(Maphilindo) 
Malaysian Administrative and 
Diplomatic Service 























sistem pemungutan suara mayoritas 
Malaya Filipina Indonesia 
(Maphilindo) 




























memorandum of agreement 
































pembalasan besar -besaran 
matriarkat 
kampanye melalui media 
























hak kaum minoritas 
pengendalian minoritas 
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multifungsional; fungsi rangkap/ 
ganda 
wilayah pemilihan banyak wakil 
distrik wakil ganda 
sistem banyak wakil 
kebangsaan rangkap 
sistem multipartailbanyak partai 


























































neutralized zone • non-violence 
neutralized zone zona ternetralkan 
night guard state negara penjaga malam 
nobility kebangsawanan 
nominating convention konvensi pencalonan 
nomination nominasi; pencalonan 
non-cooperation movement gerakan nonkooperasi 
non-governmental organisation organisasi nonpemerintahan 
nonpartisan election pemilihan nonpartisan 
non-partisan support bantuan nonpartisan 
nonpartisanism nonpartisanisme 
non-state actor pejabat bukan pemerintah 

















Organisation of African Unity 
(OAU) 
organization 











dominasi satu partai 



















yurisdiksi tumpang tindih 
















parI iamentary draughtsman 
parliamentary government 
parliamentary privilege 





























hak istimewa parlementer 




































































































































poli tical anU1esty 
political anarchy 
political apathy 










sistem pemilihan majemuk 



































pol itical conservatism 
pol itical conservative 
political convention 
pol itical corruption 

































ahli politik konservatif 
kongres /musyawarah pOlitik 
korupsi pOlitik 




pembangunan/ kemajuan politik 






















tatanan pol itik 
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peran serta/partisipasi politik 
partai politik 































bilik pemungutan suara 
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polling district 
































primacy of politics 
primitive communism 
princely capital 
polling district • princely capital 
daerah pengundian 
tempat pemungutan suara; TPS 






































. ibu kota berkerajaan 
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pemilih kuasi berkuasa 
unit kuasi berkuasa 

































































rule of law 
rule of the sword 






















wilayah berhak setara 





pemerintahan berdasar hukum 








































silkstoking district or ward 
simple majority vote system 
single member constituency 
single member system 
s 
wilayah aman 
penarikan diri; sesesi 
paham penarikan diri 






pengasingan ras; segregasi 
mobilisasi selektif 









negara kekuasaan syeh 
daerah beranggaran kecil 
daerah pemukiman mewah 
sistem suara mayoritas kecil 
pemilihan partai tunggal 
sistem partai tunggal 
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single party system 
single system of voting 

































single party system. state 
sistem partai tunggal 





sistem pemilihan tunggal terpindah 

























































































































pergantian; penggantian; suksesi 
perpolitikanlkepolitikan suksesi 
hak pilih 
pemberi hak pilih 























the corridor of power 






















tyranny of the majority 
symbolic output • tyranny of the majority 
keluaran simbolis 




















jaringan tiga serangkai 
perpolitikan kesukuan 
negeri upeti 
























pemilih tak terikat 
















vote of confidence 















pemungutan suara; pemilihan 
bilik (pemungutan) suara 





























zero-sum game permainan zero-sum 
zionism zionisme 
219 






absolute moral principles 
absurdity 








action-coordinating capacity of 
language 


























kemampuan koordinasi tindakan 
bahasa 
sistem anggota/ahli tambahan 
penangguhan 





mas a depan alternatif 
pengikut Althusser; Althusserian 
altruisme 
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amendment· anti-trust .laws 
amendment 















































penggabungan paksa; aneksasi 
anomali; penyimpangan 
kelompok anomik 
kelompok kepentingan anomik 
antroposentrisme 
antikerikal 
faham antiklerikal; antiklerikalisme 
faham antikolonialis; antikolonialisme 
faham antikomunis; antikomunisme 












faham antirasis; antirasisme 















anti-Westernism. Athenian democracy 
faham anti-Barat; faham anti-
Westernisme 
















































































constitutionalism • critical theory 
constitutionalism konstitusional isme 
control theory teori kontrollteori pengawasan 
corporate power kekua.<;;aan korporat 
corporatism korporatisme 
critical realism realisme kritikal 
critical theory teori kr'itikal 
226 
de facto goverrunent 







delegation of authority 












devolution of authority 
dictatorship of proletariat 
divine authority 
D 
pemerintah de facto 









demokrasi despotisme/faham demokrasi 
despotik 

















kewenanganl otoritas ketuhanan 
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division of power 
doctrinaire 







































persekitaran lingkungan hidup 





















































faham de Gaule; gaulisme 
gayisme 











Hambali school of thought 



















































campur tangan; intervensi 
intervensionisme 
invisble hand 
hukum besi oligarki 
irasionalisme 
gerakan iredentis 





Judaism agama Yahudi; Yudaisme 









Kantian; penganut Kant 




Kuhnian; penganut Kuhn 
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labour union 























































logical positivism • Lutheranism 







Mahathir school of thought 
majority rule 





Melayu Islam Beraja 
memorandum of understanding 





























mesianisme; konsep ratu adil 
negara mikro; micro-slate 


















monarchical government. martyr 






























New International Economic Order 









!credo nasional; keyakinan nasional 
front nasional 
identitas nasional; jati diri bangsa 
sosialisme nasional 













tata ekonomi internasional baru 





noblesse oblige· normative theory 
noblesse oblige noblesse oblige 
non-partisan nonpartisan 
nonstructuralist theory teori nonstrukturalis 
non-violent resistance resistansi nirkekerasan 
nonnative theory teori normatif 
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ombudsman 


























































pilihan bebas rakyat 
persona non-grata 
parti personal 






















political business cycle 



































siklus bisnis politik 
modal politik 
penapisan politik 




































politics of difference 















poverty of democracy 
power block 
power of language 
power of command 









































Prime Minister's Office 
protestant ethic 
protestant work ethic 
protestantism 
public interest 








Kantor Perdana Menteri 
etika protestan 
etika kerja protestan 
protestanisme 
kepentingan publik 
pendapat umurn/publik; opini publik 
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